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ABSTRACT 

This research examines the problems after the exchange of kalurahan land with 

community land in Bangunjiwo Kalurahan, Kapanewon Kasihan, Bantul Regency, 

Yogyakarta Special Region. The exchange was carried out in 1975 with the aim of 

building a village health center, which later changed its function to become 

Bangun Putra Kasihan Special School (SLB). The purpose of this research is to 

analyze the mechanism of land swap implementation, identify the results of land 

swaps that overlap, and formulate effective solutions in solving post-land swap 

problems. The method used in this research is a qualitative method with a 

historical and empirical approach. The results obtained in this study are, the 

implementation of the exchange of kalurahan land with residents' land 

administratively based on DIY Governor Regulation Number 24 of 2024 

concerning Utilization of Kalurahan Land that the replacement land for residents 

is equivalent and worth what is taken into account when exchanging the land. 

Problems after the land swap in Bangunjiwo Kalurahan occurred due to 

administrative errors during the inheritance process on SHM Number 1056 which 

overlapped with the measurement drawing of SHP Number 00187 owned by the 

Kalurahan Government caused by inaccuracies in the measurement and 

designation of boundaries during the process of registering the kas kalurahan 

land. The settlement of land swap problems through the Petruk Tawakal Team at 

the Bantul Regency Land and Spatial Planning Office which acts as a facilitator 

and mediator between residents, the village government, and related agencies to 

resolve the problem of exchanging village land with residents' land. This research 

recommends the need for refinement and affirmation of regulations related to the 

exchange of kalurahan land and strengthening coordination between agencies in 

resolving land issues in order to prevent the recurrence of similar problems. 

Keywords:Land Swap, Kalurahan Land, Resident Land. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Tanah merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia karena 

menjadi sumber kemakmuran dan kesejahteraan. Hal ini mendorong setiap 

orang untuk memiliki, menguasai dan memanfaatkan tanah guna mencapai 

kesejahteraan masyarakat (Prasetya, 2024). Keberadaan tanah tidak sekedar 

sebagai tempat tinggal dan perlindungan, tetapi juga berperan sebagai unsur 

penting yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan dalam berbagai 

aspek kehidupan manusia, termasuk ekonomi, politik, sosial, dan budaya 

(Ramadhani, 2021).  

Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan zaman, 

tidak dapat dipungkiri bahwa kebutuhan akan tanah terus meningkat. 

Sementara itu, luas lahan yang tersedia untuk kehidupan sangat terbatas, 

sehingga permasalahan terkait pertanahan menjadi suatu hal yang tidak dapat 

dihindari (Alfianti, 2023). Untuk mengatasi ketersediaan lahan yang terbatas 

dalam memenuhi kebutuhan akan tanah, maka diperlukan berbagai upaya 

pengelolaan dan pemanfaatan tanah secara lebih efektif bagi pemegang hak 

atas tanah.  

Hak atas tanah merupakan suatu hak yang memberikan wewenang 

kepada pemegang haknya untuk menggunakan dan/atau mengambil manfaat 

dari tanah yang dikuasai haknya. Makna “menggunakan” diartikan bahwa hak 

atas tanah digunakan untuk kepentingan pembangunan, seperti mendirikan 

rumah, gedung, atau infrastruktur lainnya. Sedangkan, makna “mengambil 

manfaat” diartikan bahwa hak atas tanah untuk kepentingan non-

pembangunan, seperti pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan 

(Ningtyas, 2023).  

Salah satu cara untuk mengoptimalkan pemanfaataan tanah dapat 

melalui peralihan hak, yang memungkinkan tanah digunakan oleh pihak yang 

membutuhkan. Peralihan yang dimaksud merupakan perbuatan hukum yang 
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sengaja dilakukan dengan tujuan memindahkan hak atas tanah dari pemilik 

awal kepada pihak lain (Sjaifurrachman & Fithry, 2019). 

Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 

tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang selanjutnya disebut 

UUPA,  menyatakan bahwa hak atas tanah dapat dialihkan melalui jual beli, 

tukar menukar, hibah, warisan, pemberian berdasarkan adat, dan tindakan lain 

yang bertujuan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur 

dengan Peraturan Pemerintah. Salah satu bentuk peralihan hak yang paling 

umum terjadi adalah tukar-menukar tanah, baik di masyarakat maupun dalam 

pemerintahan.  

Tukar menukar tanah dilakukan karena tidak semua tanah berada di 

lokasi yang strategis, terutama untuk kepentingan pembangunan baik di 

perkotaan maupun di pedesaan. Dalam banyak kasus, untuk memperoleh 

tanah di lokasi yang diinginkan tidak selalu bisa dilakukan melalui jual beli, 

sehingga tukar-menukar menjadi alternatif yang dapat diterapkan (Yahya, 

2018). Proses tukar menukar tanah bukanlah hal yang baru, karena sejak 

zaman dahulu masyarakat maupun pemerintah melakukan tukar menukar 

tanah sebagai solusi dalam memperoleh tanah yang dianggap lebih strategis 

untuk pembangunan.  

Dalam konteks ini, proses tukar menukar tanah menjadi relevan untuk 

daerah dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi dan nilai historis yang 

kuat, seperti Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Berdasarkan data Badan 

Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memproyeksikan 

jumlah penduduk pada tahun 2024 adalah 4.126.444 jiwa dan akan meningkat 

setiap tahunnya (Badan Pusat Statistiak, 2022) .  Sehingga, pengelolaan tanah 

dalam peralihan hak atas tanah sangat penting untuk meningkatkan kualitas 

hidup masyarakat dan mempertahankan keunikan serta karakteristik daerah 

tersebut. Salah satu contohnya adalah kasus tukar menukar tanah yang terjadi 

di Kalurahan Bangunjiwo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, Provinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta, yang mencerminkan bagaimana peralihan hak 
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milik atas tanah dapat dilakukan melalui tukar menukar antara tanah 

kalurahan dengan tanah warga. 

Pasal 1 ayat (1) poin 4 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta 

Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan, menjelaskan 

bahwa tanah kalurahan merupakan tanah bukan keprabon yang asal usulnya 

dari Kasultanan atau Kadipaten yang dikelola oleh Pemerintah Kalurahan 

berdasarkan hak Anggaduh, yang jenisnya meliputi tanah kas kalurahan, 

pelungguh, pengarem-arem, dan tanah untuk kepentingan umum. Dalam hal 

ini, tanah kalurahan dapat dikelola dan dimanfaatkan oleh Pemerintah 

Kalurahan untuk kepentingan dan kemakmuran masyarakat desa selama 

pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

dan bertujuan untuk pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan 

kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, tukar menukar tanah yang 

dilakukan di Kalurahan Bangunjiwo merupakan tanah kalurahan dengan jenis 

tanah kas kalurahan. 

Pada tahun 1975 telah terjadi tukar menukar antara tanah kalurahan 

dengan tanah warga yang bertujuan untuk pembangunan fasilitas umum 

berupa Puskesmas Desa. Luas tanah kalurahan ± 1.500 m2 sebagian dari luas 

keseluruhan ± 16.500 m2 dilakukan tukar menukar dengan tanah milik warga 

sebanyak 6 (enam) orang dengan luas masing-masing. ± 200 m2 sampai 

dengan ± 250 m2 yang diakumulasikan jumlah kedua bidang yang ditukar 

memiliki luas yang sebanding. Selanjutnya pada tahun 1991 tanah tersebut 

telah beralih fungsi menjadi Sekolah Luar Biasa (SLB) Bangun Putra 

Kasihan. Saat ini, secara fisik kedua pihak sudah saling menguasai, serta 

tanah hasil tukar menukar tersebut telah dilakukan pendaftaran hak dan sudah 

terbit sertipikat hak atas tanah atas nama masing-masing pihak, untuk tanah 

warga yang dipergunakan sebagai SLB telah terbit sertipikat hak pakai atas 

nama Pemerintah Kalurahan Bangunjiwo, sedangkan tanah kalurahan sebagai 

pengganti tanah warga sudah terbit sertipikat hak milik atas nama warga. 

Pendaftaran hak atas tanah dilaksanakan oleh pihak kalurahan pada 

tahun 2005/2006 melalui program Land management and Policy 
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Development Program (LMPDP) tahun 2005/2006 yang diselenggarakan 

oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, sementara itu tanah warga telah 

dilakukan pendaftaran haknya lebih awal yaitu pada tahun 1993, terlihat 

bahwa jarak waktu yang cukup panjang antara pelaksanaan tukar menukar 

tanah dengan pendaftaran haknya. Saat ini, salah satu ahli waris dari enam 

orang sebagai subjek pemilik tanah hasil tukar menukar  akan melakukan 

proses turun waris. Akan tetapi, proses turun waris tersebut tidak dapat 

dilaksanakan karena ketika dilakukan pengecekan di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Bantul diindikasi adanya tumpang tindih antara bidang tanah pada 

sertipikat hak pakai atas nama Pemerintah Kalurahan Bangunjiwo dengan 

tanah milik warga yang sudah memiliki Sertipikat Hak Milik (SHM) tersebut.  

 Dalam beberapa kesempatan, peneliti mencoba mencari informasi 

mengenai fenomena tersebut, berdasarkan informasi dari pemerintah 

kalurahan permasalahan tumpang tindih tersebut terjadi karena kesalahan 

input data pada proses pemetaan bidang dalam proses pendaftaran hak pada 

tanah kalurahan di  masa itu, sehingga dikatakan terjadi tumpang tindih yang 

menyebabkan ahli waris dari pemilik SHM akan kesulitan untuk 

membuktikan haknya secara penuh dan menjadi kendala ketika ahli waris 

ingin melakukan proses turun waris di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul. 

Namun, apakah permasalahan ini menjadi tumpang tindih secara fisik dan hak 

atas tanahnya jika dilihat berdasarkan permasalahan tersebut, Oleh karena itu, 

permasalahan ini menjadi menarik untuk dilakukan penelitian berdasarkan 

fenomena yang muncul pasca dilaksanakan tukar menukar tanah kalurahan 

dengan tanah warga di kalurahan Bangunjiwo. 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan 

tumpang tindih tanah kalurahan dengan tanah warga, untuk itu peneliti 

menentukan judul penelitian “Permasalahan dan Solusi Penyelesaian Pasca 

Tukar Menukar Tanah Kalurahan dengan Tanah Warga (Studi Kasus di 

Kalurahan Bangunjiwo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul)”. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, peneliti merumuskan permasalahan 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan tukar menukar tanah kalurahan 

dengan tanah warga di Kalurahan Bangunjiwo, Kapanewon Kasihan, 

Kabupaten Bantul? 

2. Mengapa hasil tukar menukar tanah kalurahan dengan tanah warga di 

Kalurahan Bangunjiwo terjadi tumpang tindih fisik dan hak atas tanahnya?  

3. Bagaimana solusi dalam penyelesaian permasalahan pasca tukar menukar 

tanah kalurahan dengan tanah warga di Kalurahan Bangunjiwo tersebut? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Menganalisis mekanisme pelaksanaan tukar menukar tanah kalurahan 

dan tanah warga di Kalurahan Bangunjiwo, Kapanewon Kasihan, 

Kabupaten Bantul. 

b. Mengidentifikasi hasil tukar menukar tanah kalurahan dengan tanah 

warga di Kalurahan Bangunjiwo yang terjadi tumpang tindih fisik dan 

hak atas tanah.  

c. Merumuskan solusi yang efektif dalam penyelesaian permasalahan 

pasca tukar menukar tanah kalurahan dengan tanah warga di 

Kalurahan Bangunjiwo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu 

pengetahuan dan bahan kajian terhadap fokus penelitian, serta menjadi 

referensi terkait kajian pelaksanaan dan solusi penyelesaian 

permasalahan pasca tukar menukar tanah kalurahan dengan tanah 

warga khususnya di Daerah istimewa Yogyakarta. 

b. Secara Praktis 

1) Bagi penulis, untuk menambah keilmuan dan mengidentifikasi 

penyelesaian permasalahan pasca tukar menukar tanah kalurahan 



 

6 

 

dengan tanah warga khususnya di Kabupaten Bantul, Daerah 

Istimewa Yogyakarta. 

2) Bagi masyarakat, adanya penelitian ini diharapkan dapat 

menambah pemahaman masyarakat mengenai penyelesaian 

permasalahan pasca tukar menukar tanah warga dengan tanah 

kalurahan beserta kebijakannya. 

3) Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan mampu menjadi 

gambaran solusi penyelesaian pasca tukar menukar tanah dengan 

berbagai permasalahannya, sehingga dapat menjadi bahan 

pertimbangan dalam merancang atau menyusun kebijakan perihal 

urusan pertanahan khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta. 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil peenlitian yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 

1. Pelaksanaan tukar menukar tanah kalurahan dengan tanah warga di 

Kalurahan Bangunjiwo dilaksanakan dengan tujuan untuk pembangunan 

fasilitas umum berupa Puskesmas Desa yang saat ini telah beralih menjadi 

SLB Bangun Putra Kasihan, sebagai acuan pelaksanaannya berdasarkan 

Pergub DIY Nomor 24 Tahun 2024 bahwa tanah pengganti untuk warga 

setara dan senilai yang diperhitungkan saat tukar menukar tanah tersebut. 

Namun, dalam implementasinya penerbitan surat rekomendasi di lapangan 

belum sepenuhnya sesuai pada peraturan.  

2. Permasalahan yang timbul pasca tukar menukar tanah kalurahan dengan 

tanah warga di Kalurahan Bangunjiwo dikarenakan kesalahan secara 

administratif yang dibuktikan ketika ahli waris melakukan proses turun 

waris atas bidang tanah SHM Nomor 1056 menjadi tumpang tindih dengan 

gambar ukur pada SHP Nomor 00187 atas nama Pemerintah Kalurahan 

Bangunjiwo, disebabkan karena ketidakakuratan proses pengukuran dan 

penunjukkan batas saat proses pendaftaran tanah kas kalurahan dalam 

program LMPDP tahun 2005/2006 sehingga data dalam pemetaan di 

gambar ukur menjadi tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.  

3. Permasalahan tukar menukar tanah kalurahan dengan tanah warga di 

Kalurahan Bangunjiwo dapat diselesaikan melalui Tim Petruk Tawakal 

pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul yang berperan 

sebagai fasilitator dan mediator dalam melakukan komunikasi antara 

warga, pemerintah kalurahan dan instansi terkait untuk menyelesaikan 

permasalahan pasca tukar menukar tanah. Serta, didasarkan pada Pergub 

DIY Nomor 24 Tahun 2024 sebagai dasar dibentuknya tim tersebut dan 

penyelarasan pada peraturan yang berlaku saat ini terkait pemanfaatan 

tanah kalurahan di DIY, yang sekaligus menjadi solusi terhadap kendala 
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secara administratif dan yuridis dalam pendaftaran hak atas tanah pasca 

tukar menukar. 

B. Saran 

1. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu melakukan penyempurnaan 

dan penegasan regulasi serta memperjelas prosedur pelaksanaan tukar 

menukar tanah kalurahan yang berasal dari hak Anggaduh Kasultanan atau 

Kadipaten. Hal ini penting agar setiap proses tukar menukar tanah kalurahan 

dengan tanah warga di masa mendatang dapat berjalan lebih tertib, jelas, 

teratur, serta memberikan kepastian hukum yang kuat bagi seluruh pihak 

terkait.  

2. Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul diharapkan untuk meningkatkan 

akurasi dan integritas dalam pelaksanaan pengukuran dan pemetaan tanah, 

terutama dengan melibatkan seluruh pihak yang bertepatan sebagai saksi 

batas, mencatat dan mendokumentasikan proses, pemberian pelatihan dan 

melakukan pengawasan dan evaluasi secara rutin agar dalam proses 

pengukuran dan pendaftaran hak atas tanah dapat terselesaikan secara tuntas 

dan sah di kemudian hari.  

3. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul bersama Tim Petruk 

Tawakal perlu memperkuat koordinasi dengan instansi terkait, khususnya 

dalam penelusuran dan pelengkap dokumen terkait tukar menukar tanah 

kalurahan dengan tanah warga, penyelerasan implementasi regulasi untuk 

mencegah permasalahan administratif dan yuridis serupa di kemudian hari. 
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